
BUPATI MINAHASA 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA 
NOMOR l'l TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA 
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMILIHAN HUKUM TUA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Minahasa Nemer I Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua, 
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa 
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Minahasa Nomor 20 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua; 

b. bahwa sehubungan pelaksanaan pemilihan hukum tua dalam 
kondisi bcncana non alam pandemi Corona Virus Disease 2019, 
maka bcberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Pctunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan Hukum Tua, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Alas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 tahun 2016 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan 
Hukum Tua tidak Iagi sesuar dengan perkembangan dan 
kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 
Tahun 2016 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tent.ang 
Pemilihan Hukum Tua; 

Mengingat/ 
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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lentang Desa (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ctpta Kerja 
{Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pcrnerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksauaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 rentang Desa 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tcnrang Desa (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 57 l 7); 

5. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 112 Tahun 20 J 4 ten tang 
Pemi!than Kepala Desa {Benta Negara Rcpuhhk Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Menten Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemihhan Kepala Desa (Benta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1221); 

6. Per aturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pemillhan Hukum Tua (Lembaran Daerah Kabupaten 
Minahasa Tahun 2016 Nomor 1); 

7. Peraturan Bupatt Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mmahasa Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pcmilihan Hukum Tua (Berila Daerah 
Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Mmahasa Nornor 10 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 
Tahun 2016 tcntang Petunjuk Tekrns Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pemilthan Hukum Tua (Serita Daerah Kabupatcn Minahasa Tahun 
2017 Nomor 10, Tambahan Serita Daerah Nemer SJ, 

ME:MUTUSKAN I 
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MEMUTUShAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN l<EDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUJ..: 
TEKNfS PELAKSANAAN Pr�RATURAN DAERAH KABUPATEN 
MfNAHASA NOMOR 1 TAHUN 2016 TSNTANG Pf�MIUHAN HUKUM 
TUA. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum Tua (Senta Daerah 
Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupan Mmahasa Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Petunjuk Tcknis Pclaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pcmilihan 
Hukum Tua (Berita Daerah Kabupaten Mmahasa Tahun 2017 Nomor 
lOJ, diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 drubah sehmgga berbunyt sebagar berrkut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati im yang dimaksud dengan. 
1. Pemilihan Hukum Tua adalah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat dr desa dalam rangka memihh hukum tua yang 
berstfat langsung, umum, bebas. rahasia. jujur, dan. adil. 

2. Hukum Tua adalah sebutan untuk kepala desa di I<abupaten 
Minahasa yang merupakan pejabat pemerintah desa yang 
rnempunyat wewenang, tugas, dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanva, dan 
melaksanakan tugas dari pernerintah, dan pemerintah 
daerah. 

3 Pemenntah Daerah adalah Bupan, dan Pcrangkat Daerah 
sebagai penyelenggara urusan pemenntahan. 

4. Daerah adalah Kabupaten Minahasa. 
5 Bupati adalah Bupati Minahasa 
6 Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Minahasa 
7 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagar Perangkat 

Daerah Kabupaten Minahasa. 
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai 

Kecamatan. 
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memihkt 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan 
mengurus urusan Pemenntahan, kepcntingan rnasyarakat 
sctempat bcrdasarkan prakarsa masyarakat., hak asal usul, 
dan/atau hak tradisronal yang diakui, dan dihorrnati dalam 
sistern pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk Tndonesia. 

10. Jaga adalah scbutan dusun di Kabupaten Minahasa, 
merupakan bagian dari wilayah Desa vang dipimpm oleh 
Kepala Jaga 

11. Pemetintahanf 
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11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

12. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, dan 
ditetapkan secara dcmokratis. 

14. Musyawarah Dcsa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Dcsa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati ha] yang 
bersifat strategis. 

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas, dan disepakati 
bersama BPD. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 

18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Hukum Tua dalam 
melaksanakan tugas, dan wewenangnya. 

19. Panitia Pemilihan Hukum Tua tingkat Desa, selanjutnya 
disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh 
BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan I-Iukum 
Tua. 

20. Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Kabupaten yang 
selanjutnya disebut Panitia Daerah adalah Panitia Pemilihan 
Hukum Tua yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat 
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan 
Hukum Tua. 

21. Sub Panitia Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia 
Kecamatan adalah Sub Panitia Pemilihan Hukum Tua yang 
dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kecamatan dalam 
mendukung pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua. 

22. Penjabat Hukum Tua adalah seorang pejabat yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, 
hak, dan wewenang serte kewajiban Hukum Tua sampai 
dengan diterbitkannya surat keputusan yang baru. 

23. Pelaksana Harian Hukum Tua yang selanjutnya disebut Pih. 
Hukum Tua adalah Perangkat Desa yang melaksanakan 
tugas harian Hukum Tua yang ditetapkan 
melalui surer pelaksana harian oleh Camat atas usul BPD, 
dan/atau Pejabat kecamatan/kabupaten yang ditetapkan 
melalui surat pelaksana harian Hukum Tua oleh Pejabat 
berwenang Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang mendapat 
pelimpahan kewenangan karena Hukum Tua definitif 
bcrhalangan sementara. 

24. Bak.al} 
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24 Sakal Calon Hukum Tua yang selanjutnya disebut bakal 
CA.Jon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang 
mendaftarkan du-i menjadt calon Hukum Tua. 

25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pamtia 
Pemilihan untuk mendapatkan Baka! Ca1on. 

26 Penyanngan adalah seleksi yang dilakukan oleh Paniua 
Pemilihan u ntuk menehu persyaratan admmistrasi Sakal 
Ca Ion. 

27. Calon Hukum Tua adalah Baka! Calon yang memcnuhi 
persyaratan yang bcrhak dipilih sebagai Hukum Tua yang 
drtetapken dcngan keputusan Parutia Pcmilihan 

28. Ca\on Hukum Tua Terpilih adalah Ca!on Hukum Tua yang 
mempcroleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Permhhan 
Hukum Tua 

29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah 
memenu hi persyaratan untuk menggunakan hak pilih clalam 
Permlihan Hukum Tua. 

30. Dafrar Pemihh Sementara yang selanj utnya disingkat DPS 
adalah daftar Pemilih yang dtaueun berdasarkan data daftar 
permlih tetap pemiiihan umum terakhir yang tclah 
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serra 
ditambah dengan Pemilih baru. 

31. Daftar Permlih Tambahan adalah daftar Perruhh yang 
disusun berdasarkan usulan dari Permlih karena yang 
bersangkutan belurn terdaftar dalam DPS. 

32 Daftar Pemihh Tetap yang selanjutn_ya disingkat DIT adalah 
daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 
sebagai dasar penentuan identitas Permlih dan jumlah 
Pemilih dalam Perrulihan Hukum Tua. 

33. Hak pilih adalah hak yang dimilikr olch Pcmilih untuk 
menentukan pilihannya dalam Pemilihan Hukum Tua. 

34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon 
Ilukurn Tua untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka 
mcndapatkan dukungan 

35. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya dismgkat TPS 
adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara 

36. Kejadian luar brasa adalah peristiwa tcrjadinya bcncana 
alam, bencana nonalam maupun kcjadian di luar 
kemampuan manusia. 

37. Corona Vinis Desease 2019 yang selanjutnya disebut Covid- 
19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Servere 
Acute Respzratpry Syndrome Corona Vml.-; 2 (SARS-COV 2). 

38. Pandemi Corona Virus Disease 2019 selanjutnya dtsebut 
Panderm Covzd-19 adalah skala penyebaran penyakit Covid- 
19 yang terjadi secara global dtseluruh dunta. 

39. Protckol Kesehatan adalah aturan. dan ketentuan yang perlu 
driku ti oleh scmua pihak agar dapat berakuvnas secara 
aman pada saat Pandenu Covid-19. 

40. E-Votzng adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, 
dtaimpan. dan diproses dalam bentuk informasi digital. 

2 . Ketentuan f 
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2 Ketentuan Pasal 6 diubah, schingga berbunyi scbagai berikur: 
Pasal 6 

(l) Bupati membentuk Parntia Daerah untuk mendukung 
pelaksanaan Pernilihan Hukum Tua. 

(2) Panitia Dacrah sebagatmana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dan: 
a. unsur forum koordmasi plrnpinan Daerah; 
b. unsur satuan tugas penanganan Couid-2019 Daerah; 

dan 
c. unsur terkan lainnya. 

(3) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 Bupati 
membentuk Pamtia Kecamatan. yang terdin dari: 
a. unsur forum koordinasi pimpman Kecamatan, 
b. satuan tugas penanganan Covid- 2079 Kecamatan; dan 
c unsur terkait lainnya. 

{4) Tugas Panitia Dacrah scbagaimana dimaksu<l pada ayat (2) 
meliputi 
a. merencanakan, 

menyelenggarakan 
penuhhan di Daerah; 

b melakukan bimbingan tekms pelaksanaan Pemilihan 
Hukum Tua terhadap Panitia Permlihan: 

c. menctapkan jumlah surat suara. dan kotak suara: 
d. menfasilitasi pencctakan surat su ara , dan pembuatan 

kotak suara scrta pcrlengkapan pemilihan lainnya; 
e. menyampaikan surat suara, dan kotak suara, dan 

perlengkapan permlihan lainnya kepada Panma 
Pemihhan; 

f. menfasilitasi penyelesaiaan permasalahan Pemllihan 
Hukum Tua di Daerah; 

g. melakukan pengawasan penyelengaraan Pemilihan 
Hukum Tua. dan rnelaporh.an serta membuat 
rckornendast kepada I3upati; dan 

h. mclakukan evaluaet, dan pelaporan 
pemilihan. 

(5) Kerentuan mengenai pembentukan, dan tugas Panitia 
Daerah diatur dengan Keputusan Bupatr. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut: 
Pasal 7 

( 1 J Tu gas Pamtia Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3), meliputi: 
a. melakukan sosiahsasi, dan edukasi Protokol Kesehatan 

dalam pe\aksanaan Pemil!han Hukum Tua kepada 
Parutta Pemihhan, Calon Hukum Tua, masyarakat Desa 
dan satuan tugas pcnanganan Covid-19 Desa serta unsur 
terkan Iainnya, 

b. mengawast penerapan Protokol 
Permlihan Hukum Tua, 

mengkoordinasikan, dan 
semua tahapan pelaksanaan 

pelaksanaan 

Kesehatan dalam 

c. mengawas' seluruh tahapan 
Hukum Tua, 

pclaksanaan Pemilihan 

d. menyampackari /- 
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d menyampaikan hasil pengawasan pcnerapan Protokol 
Kesehatan dalam Pernilihan IIukum Tua kepada ketua 
Panitia Daerah. 

(2) Ketentuan mengenat pembentukan, dan tugas Panitia 
Kecamatan dratur dengan Keputusan Bupati. 

4. Diantara ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 12 disieipkan 3 {tiga] 
ayat, yakni ayat (2A), ayat (28), dan ayat (2C) berbunyi sebaga: 
berikut: 

Pasal 12 
OJ Struktur Panitra Pemihhan tcrdiri atas: 

a. (satu) orang ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang wakn ketua merangkap anggota; 
c. l (satu) orang sekretaris merangkap anggota; 
d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan 
e. anggota-anggota 

(2) Jumlah anggota Panitia Pemiilhan berjumlah ganjil, dan 
memperbaukan keterw akilan perempuan, dan wilayah, 
dengan ketentuan pengistan kcanggotaan sebagai benkut: 
a. 7 (tujuh] orang, untuk jurnlab pcnduduk desa sampar 

dengan l 000 jiwa , 
b. 9 (sembilan) orang, untuk jumlah penduduk desa 1.001 

jiwa sampai dengan 2 000 jiwa; clan 
c. l I (sebelas) orang, untuk jumlah penduduk desa lebih 

dan 2.000 jiv a. 
(2A) Dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua dtmasa Panderm 

Covid-19. pada Desa dengan jurnlah Pemilih iebih dan 1.000 
(seribu) jma, dan/atau Jebth dari 1 (satu) TPS, BPD dapat 
menunjuk pembantu Pamtta Pemihhan. 

(28) Penentuan jumlah pembantu Parutia Permlihan dengan 
memperhankan pembagian tugas Pamtia Pemihhan. dan 
kemampuan keuangan. 

(2C) Pcnunjukan pembantu Panitia Permhhan sebagatmana 
dimaksud pada ayat (2A) ditetapkan dengan keputusan BPD. 

(3) Anggota Parutia Pemilihan yang mencalonkan dui sebagat 
Hukum Tua harus mengundurkan dir-i secara tertulis kepada 
BPD untuk dilaporkan kepada Bu pau melalui Camat. 

(4) Keanggotaan Parntia Pemihhan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (3) dicabut dan diganu. 

(5) Apabila terdapat Panitia Permhhan Jang mengundurkan din 
dan tidak dapat melaksanaan tugas secara efekuf dan 
konsisten, tnaka dilakukan proses penggantian t.anpa 
mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemtlihan sebelumnya 

5. Ketentuan Pasal 13 dwbah, sehingga berbunvt scbagai berikut: 
Pasal 13 

Paniua Pemilihan mempunyai tugas. 
a. rnerencanakan, mengkoordinasikan. menyelenggarakan, 

mengawasi. dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan 
pemilihan; 

b. mercncanakan f 
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b merencanakan, dan rnengajukan biaya perrnlihan kepada 
Bupatl melalui Camat; 

c, melakukan pendaftaran, dan penetapan Pemilih, 
d. mengadakan Penjaringan, dan Penyaringan Baka! Calon; 
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan. 
f. menetapkan tata cara pe\aksanaan pemilihan; 
g. rncnctapkan tata cara pelaksanaan Kampanye; 
h. memfasihtasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan TPS; 

meiaksanakan pemungutan suara, 
J rnenetapkan hasil rekapitulasr penghitungan euara, dan 

mengumumkan hasil pemilihan; 
k. menetapkan Calon Hukum Tua Terpliih; dan 
L melakukan evaluasi, dan pe\aporan pelaksanaan pemilihan, 

rermasuk mempcrtanggungjawabkan biaya pemliihan yang 
digunakan 

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. 
Pasal22 

(1) Calon Hukum Tua v sjib memenuht persyaratan- 
a. warga negara Repubhk Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh, clan mengamalkan Pancasila. 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan, dan 
mcmeliharn kcutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhineka Tunggal lka; 

d. berpendtdikan palmg rendah tamat sekolah menengah 
pertama atau sederajat: 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima] tahun pada 
saat mendaftar; 

f. bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua; 
g. trdak sedang rnenjalarn hukuman pidana penjara; 
h. tidak pcmah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pcngadilan yang telah mcmpunyai kekuatan 
hukurn tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan ptdana penjara paling smgkat 5 [lima] 
tahun atau lebih, kecuali 5 (Hrna) tahun setelah selesai 
rnenjalaru ptdana penjara, dan mengumumkan secara 
JUJur, dan terbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai 
pclaku kejahatan yang berulang-ulang; 

1. tidak sedang dicabut hak pihhnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

J berbadan sehat; 
k. tidak pcrnah mcnjahat schagai Hukum Tua selama 3 

(tiga) kah masa jabatan, 
l. memiliki kernampuan kepemimpinan; 
m. menyampaikan laporan harta kekayaan; 
n surat pengunduran drri dari jabatan sebagai pengurus 

partai politik, 
o. sudah/ 



- 9 - 

o. sudah divaksin Covid-19 paling sedildt dosis ke 2 (dua); 
dan 

p. bebas tuntutan ganti rugi bagi ASN. 

(2) Dalam hal Calon Hukum Tua belum di vaksin karena alasan 
yang sah, Calon Hukum Tua harus melampirkan surat 
keterangan dari dokter. 

7. Kctentuan Pasal 23 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 
(1) Selain harus memenuht syarat sebagatmana dimaksud 

dalam Pasal 22, Calon Hukum Tua harus memenuhi 
kelengkapan pcrsyaratan · 
a. surat permohonan; 
b. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadr Hukum 

Tua, 
c. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia 

dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemermtahan di bidang kependudukan; 

d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: 
e surat pemyataan memegang teguh. dan mengamalkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1945. mempertahankan, dan mcmelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Bhineka Tunggal Ika; 

I. swat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa 
tidak pemah dijatuht pidana penjara herdasarkan putusan 
pe-ngadilan _yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tmdak pidana yang diancam pidana 
penjara paling smgkat 5 {lima) tahun atau lebih; 

g. surat keterangan dan ketua Pengadilan Negeri bahwa 
tidak sedang dtcabut hak pi\ihnya sesuai dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

h surat keterangan berbadan sehat dart Ru mah Sakit Umum 
Daerah DR. Sam Ratulangi Tondano: 

1. surat keterangan udak pernah menjabat sebagar Hukum 
Tua selama 3 (tiga) kab masa jabatan dari Perangkat 
Daerah yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pemberdayaan masvarakat Desa; 

J surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Hukum 
Tua selama 3 (nga) kali masa jabatan dari yang 
bersangku tan; 

k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian 
Republik Indonesia resort setempat: 

I. izin tertuhs dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal 
Calon yang berasal dari Aparatur S1p1l Negara; 

m. izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Baka\ Calon 
yang beraeal dari TN!/POLRI, clan BUMN/BUMD, 

n salinan. f 
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n . salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai 
dengan ijaaah terakhir yang tel ah disah kan oleh pejabat 
yang mempunvai kewenangan untuk itu: 

o. salinan akte kelahrran Zsurat kenal lahir yang telah 
disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kependudukan, 

p. salinan akte nikah bagi yang sudah menikah yang telah 
disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemenntahan di bidang kependudukan; 

q. sahnan Kanu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemenntahan di bidang kependudukan. 

r. salman kartu keluarga yang telah disahkan oleh Perangkat 
Daerah yang rnenyelenggarakan urusan pemenntahan di 
bidang kependudukan; 

s. daftar nwayat hidup, 
t la po ran harta kekavaan; 
u. surat pengunduran diri dan jabatan sebagai pengurus 

partai pohtik; 
v . surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dan 

jabatannya selama menjadi Hukum Tua tanpa kehilangan 
hak Sakal Calon sebagai Aparatur Sipil Negara atau 
bcrscdia dibebaskan sementara dari tugas jabatan dan 
tugas kedmasan bagi yang berasal dan TNI/POLRJ, dan 
pegawai BUMN/BUMD; 

w.pas foto (wama] ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) 
lembar; 

x. foto copy sertifikat bukti vaksin 2 (dua) kali; dan 
y. surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi bagi 

S1p1l Negara dari Perangkat Oaerah 
menyelenggarakan urusan pemenntahan di 
pengawasan. 

(2) Dalam hal salinan ijazah pcndidikan formal sebagarmana 
dimaksud pada avat (1) huruf n hilang, maka harus 
memasukkan surat keterangan dari lembaga pendtdikan 
yang mengeluarkan ijazah tersebut 

8. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan l (satu) ayat. yakrn ayat (3) 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 51 
(1) Pelaksana Kampanye dilarang: 

a. mempersoalkan Dasar Negara Pancastla, Pcmbukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 
1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republrk Indonesia; 

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c menghina seseorang, agama, suku, rns, go\ongan, calon, 
dan/atau calon yang lain; 

d. menghasut, dan mengadu domba perseorangan atau 
rnasyarakat; 

e. mengganggu ketertiban umum, 
f. mengancam./ 

brdang 

Aparatur 
yang 
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f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau 
menganjurkan pcnggunaan kekerasan kepada seseorang, 
sekelompok anggota masyarakar , dan/atau calon yang 
lain; 

g. merusak dan/atau menghtlangkan alat peraga Kampanye 
calon lain; 

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tcmpat ibadah, dan 
tempat pendtdikan; 

1. membawa, dan menggunakan gambar, dan/atau atribut 
calon lain selain dari gambar, dan/atau atrtbut calon 
yang bcrsangkutan; 

J menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 
kepada peserta Kampanye; 

k berpesta pora sebelurn. dan di saat masa Kampanye; dan 
\. menggunakan. membawa, memasang, dan mengedarkan 

tanda gambar partai politik. 
(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang 

rnengikutsertakan. 
a. Hukum Tua, 
b Perangkat Desa; dan 
c. BPD. 

(3) Dalam hal pelaksanaan Kampanye dalam kondist bencana 
nonalam Covid-19 wajib dilakukan dengan penerapan 
Protokol Kesehatan 

9 Kerentuan Pasa! 56 diubah, sehingga berbunvi sebagai berikut: 
Pasal 56 

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara. setiap calon yang 
berhak dipilih berada ditempat yang tclah ditentukan oleh Pamua 
Permlihan. 

10. Ketentuan Pasal 58 diubah. sehingga berbunyt sebagai berikut: 
Pasal 58 

(1) Pemungutan suara dapat dilakukan dcngan rnckanisme: 
a. membcrikan suara melalui surat suara yang berisi nornor 

urut, foto. dan nama calon: atau 
b. membenkan suara melalui e-Voting. 

(2) Pembenan suara dilakukan di TPS dengan cara mencoblos 
salah satu calon pada surat suara, di dalam bilik suara yang 
telah disediakan oleh Parutra Pemilihan. 

(3) Pelaksanaan pemungutan suara melalui e-Votmg 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan eesuar 
dengan perkembangan ilmu pcngctahuan dan teknologi. 

11 Ketentuan Pasal 60 diubah, sehmgga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 60 

(1) Jurnlah TPS dtsctiap Dcsa disesuaikan dengan jumlah 
Pemilih. 

(2) Jumlah Perruhh dt TPS ditentukan oleh Parutia Pemilihan. 
(3) Pelaksanaan permlihan dimasa Pandemi Covid-19, jumlah 

Pemihh di senap TPS paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih. 
(4) Desa yang jumlah pemihh lebih dan 500 (lima ratus) Perrulih 

dapat dibentuk lebih dari I (satu) TPS. 
(5) Penentuanf 
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(5) Penentuan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
selam mcmperhatikan jumlah pcmihh juga memperhatikan 
lokasi yang mudah dijangkau. termasuk oleh penyandang 
cacat serta menjamin setiap Pemihh dapat memberikan 
suaranya secara langsung, umum, helms, rahasta, jujur, dan 
adil. 

(6) Ketentuan mcngcnai Iokasi, bentuk, dan tata letak TPS 
ditetapkan oleh Parutia Penuhhan. 

12 Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 61 

(1) Perrulih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyat 
halangan fisik lain pada saat membenkan suaranya di TPS 
dapat dibantu oleh Panitia Permlihan atau orang lain atas 
pennintaan Pcrmhh. 

(2) Anggota Parutia Perrulihan atau orang lain yang mcrnbantu 
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
merahasiakan pilihan Pcmilih yang bersangkutan. 

(3) Pemilih yang menjalani rawat inap, isolasi, hukuman 
penjara, tidak mempunya, tcmpat tinggal tetap, tinggal 
diperahu atau pekerja Jepas pantai, dan/at.au tempat tempat 
lain yang mudah dijangkau dapat difasilitasr untuk 
menggunakan hak auaranya. 

(4) Isolasr sebagatmana dimaksud pada ayat (3) mencakup yang 
dilakukan rumah, dirumah sakn, atau tempat sejemsnya. 

13. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagat benkut: 
Pasal 62 

Untuk kelancaran pelaksanaan pemiiihan, Panitia Pcmilihan 
wajib menyiapkan: 
a papan yang memuat tanda gambar calon yang berhak 

dipilih; 
b. surat suara yang memuat tanda gambar calon Jang berhak 

diprlih sesuai jumlah Penuhh terdaftar ditarnbah 2,5 % (dua 
koma hrna] persen dari DJYI', dan pada bagian bawahnya 
diberi cap serta ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; 

c. kotak suara yang ukurannya disesuaikan dengan jurnlah 
dan kebutuhannya; 

d. brlik suara atau tempat khusus unruk pelaksanaan 
pemungutan suara yang terjamin keamanannya, 

e. a lat pencoblos; dan 
f. tmta. 

14. Kctcntuan Pasal 63 diubah. sehingga berbunyi sebagai benkut: 
Pasal 63 

(1) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan 
melakukan kegiatan. 
a. membuka kotak surat suara; 
b. rnengeluarkan tsi dalam kotak surat suara; 
c. mengidcnufikasi 

rnenghitungnya, 
JClllS dokumen, peralatan. dan 

d memperlihatkanf 
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d. memperhhatkan kepada para Pemihh bahwa kotak suara 
dalam keadaan kosong; dan 

e. menutup, rnengunci, dan menyegel dengan kertas yang 
dibubuhr cap Paniua Pemilihan. 

(2) Kegtaran scbagaimana dunaksud pada ayat ( 1) dapat dihadiri 
oleh saksi dan calon, BPD. warga masyarakat, Panitia 
Oaerah, dan Carnal. 

(3) Kegiatan sebagaimana dtmaksud pada ayat (1), dibuatkan 
berita acara yang drtandarangani oieh ketua Panitra 
Perrulihan. dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta 
dapat ditandatangani oleh saker dan calon 

(4) Saksi calon scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan 
menyerahkannya kepada kctua Panitia Pemilihan sebclum 
pelaksanaan pemungutan suara. 

15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. 
Pasal 64 

(1) Pemihh yang hadir dibenkan sarung tangan plastik, dan 
surat suara oleh Panitia Pemilihan setelah yang 
bersangkutan menyerahkan surat undangan. 

(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dibawa !angsung oleh Pemilih untuk diganti dengan surat 
suara oleh Panitia Perrulihan. 

16. Ketentuan Pasal 68 diubah, schingga bcrbunyi sebagat benkut: 
Pasal 68 

(l) Perrulrh yang kehr-u mencoblos surat suara dapat memmta 
surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang 
keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan. 

{2) Surat suara yang kehru dicoblos dinyatakan rusak. dan 
ditandatangam oleh ketua Panitia Permlihan. 

(3) Penggannan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan hanya I (satu) kalt. 

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 diubah. sehmgga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 73 
( 1) Panitia Pemihhan mcmbuka kotak suara, dan menghitung 

surat suara. 
(2) Penghnungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, 

dilakukan dt TPS. 
(3) Penghrtungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dihadin, dan disaksikan oleh saksr calon, BPD, warga 
masyarakat. Panitia Daerah, dan Camat. 

18 Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 79 

(l) Panitia Pemilihan rnernbuat berita acara basil perhitungan 
suara yang ditandatangani oleh kctua Panitia Pemilihan, dan 
paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta dapat 
dirandatangani oleh saksi calon. 

(2) Parntia:f 
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(2) Pamtia Pemilihan membuat sahnan berita acara hasil 
pcnghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
untuk: 
a. saksi calon yang hadir masing-masing (satu) 

eksemplar; 
b Pamtia Daerah 1 (satu) eksemplar; dan 
c. drtempel drtempat umum 1 (satu) eksernplar. 

(3) Serita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang 
disediakan , dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang 
pada bagian luar dite-mpel label atau scgcl. 

(4) Panitia Permlihan menyerahkan benta acara hasil 
penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan 
adrrunistrasi pemungutan, dan penghitungan suara kepada 
BPD segera setelah penghttungan suara pada han, dan 
tanggal yang sama sesuar jadwal yang ditetapkan oleh 
Paniua Pemihhan. 

19. Diantara Pasal 79, dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 79A, sehingga berbunvi sebagai berikut: 

Pasal 79A 
( 1) Pamtia Perrnhhan melakukan rapat pleno rekapitulasi 

penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berrkut: 
a. rapat plcno d.ilaksanakan di kantor Desa atau tempat lain 

yang ditetapkan pada han, clan tanggal yang sama setelah 
penghrtungan suara d1 TPS, 

b Panitia Permlihan mengundang seluruh calon, saksi calon, 
dan BPD untuk mengikuti rapat pleno rckapitulasi 
penghitungan suara; 

c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh 
ketua atau salah seorang Pamua Permlihan, 

d. Parutia Pemilihan yang bertugas di seuap TPS 
rnembacakan laporan hasil penghitungan suara; dan 

e Parutia Perruhhen melakukan pencatatan rekapuulasi hasrl 
penghttungan suara seluruh TPS. 

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, 
dimuat dalam berita acara, dan ditandatangani oleh Pa111t1a 
Pemilihan, para calon atau saksi calon. 

(3) Dalam hal terdapat calon, atau saksi calon tidak bereedia 
menandatangam berita acara rekapitulasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf (2), berita acara tetap dinyatakan sah. 

(4) Panitia Pemihhan membuat salinan benta acara rekapitulasi 
hasil penghitungan suara sebagaunana dimaksud pada 
huruf (2) untuk diserahkan kepada. 
a. saksi calon yang hadir masing-masing satu eksemplar; 
b. Panitia Dacrah scbanyak 1 (satu) eksemplar; dan 
c. ditempel ditempat urnum sebanyak 1 (satu) eksemplar. 

20. Ketentuan Pasal 84 diubah. sehmgga berbunyt berbunyr sebagai 
berikut: 

Pasal 84 f 
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Pasal 84 
(1) Hukum Tua terpilih dilanuk oleh Bupau atau pejabat yang 

ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal penetapan Keputusan Bupati. 

(2) Sebelum mernangku jabatannya, Hukum Tua terpihh 
mengucapkan sumpah/janji. 

{3) Sumpahyjanji sebagairnana dimaksud pada ayat (2), sebagai 
berikut: 
"Dcrru Allah/Tuhan, saya bersu rnpahyberjanji bahwa saya 
akan memenuhi kewajiban saya selaku Hukum Tua dengan 
scbaik-baiknj a, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa 
saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagat dasar negara. dan 
bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasr dan 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repubhk Indonesia 
Tahun 1945 serta melaksanakan segala pcraturan 
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang bcrlaku 
bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Repubhk 
Indonesia". 

(4) Pelaksanaan pelantikan Hukum Tua sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) clalam masa Pandemt Covid-19 dapat 
dilaksanakan secara langsung atau virtualyelektronik di 
Dcsa yang bersangkutan a tau ditempat lam yang ditentukan. 

\S} Kepada Hukum Tua terpilih, sesudah pelantikan diserahkan 
surat Keputusan Bupati. 

(6) Pelaksanaan pelantikan Hukum Tua di Desa yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) drmasa 
Pandemi Couid-19 dapat dtlaksanakan setelah mendapat 
rekomendasi dari satuan tugas penanganan Cou,d 19. 

21. Di antara BAB XII, dan BAB Xlll disistpkan 2 (dua) bab, vakni 
£3AB Xlll\, dan BAB Xl IB. 

22. Di antara Pasal 86. dan Pasal 87 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni 
Pasal 86A, Pasal 868, Pasal 86C, Pasal 860, Pasal 86E, dan Pasal 
86F. schingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB XIIA 
PEM!LIHAN HUKUM TUA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH 

DES.A 

Pasal 86A 
(l) Pemilihan Hukum Tua antar waktu dilaksanakan apabila 

Hukum Tua berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa 
jabatan lebih dan satu tahun. 

(2) Pemilihan J-lukum Tua antar waklu sebagaimana drmakeud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. 

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Hukum Tua 
berhenu atau di berhentikan. 

(4) Masa./ 
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(4) Masa jabatan Hukum Tua yang ditetapkan melalut 
Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelanukan sampai 
dengan habis sisa rnasa jabatan Hukum Tua yang berhenti 
atau diberhentikan. 

(5) Persyaratan Calon Hukum Tua antar waktu adalah mutatis 
mutandis syarat Calon Hukum Tua sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22. 

Pasal 868 
(1) BPO membentuk Parntia Permlihan Hukum Tua antar 

waktu. 
(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua anrar waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dttetapkan dengan 
keputusan BPD 

(3] Parutia Pemilihan Hukum Tua antar waktu terdiri atas 
Perangkat Dcsa, dan unsur masyarakat. 

(4) Paniua Pemilihan antar waktu sebagannana dimaksud pada 
ayat (3), berjumlah 7 {tujuh] orang secara proporsional 
mewakili setiap jaga. 

(5) Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) terdu-i dari. 
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 
b. 1 (orang) sekretaris merangkap anggota; 
c. 1 (orang] bendahara rnerangkap anggota; dan 
d. 4 (cmpat) orang anggota. 

(6) Panitia Pemilihan Hukum Tua antar waktu sebagarmana 
dtmaksud pada ayat (4) bcrtanggungjawab kepada BPD. 

menjadi Calon Hukum Tua 
(dua) orang calon clan pahng 

Pasal 86C 
(1) Panitia Pemilihan sebagarmana dirnaksud dalam pasal 868 

ayat (3) melakukan Penjanngan dan Penyaringan Baka! 
Calon antar waktu. 
Penyaringan Bakal Calon 
ditetapkan paling sedikrt 2 
banvak 3 (tiga) orang calon. 

(2) 

(3) Dalam hal jumlah calon sebagatmana dtmakeud pada ayat 
(2) yang mcmcnuhi persyaratan lebih dan 3 (tiga) orang, 
Parutia Pe-mihhan mclakukan seleksi tambahan. 

(4) Seleksi tambahan sebagarmana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri atas: 
a. memihki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; 
b. tmgkat pendidikan, dan 
c. usia. 

(5) Dalam hal calon yang mcmenubr persayaratan kurang dart 2 
(dua) orang, Paniua Pemilihan memperpanjang waktu 
pendaftaran selema 7 [tuj uh] hari. 

(6) Dalam ha l calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang 
dari 2 (dua) orang setclah perpanjangan waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan 
Musyawarah Desa Pemilihan Hukum Tua antar waktu 
sampai dengan waktu yang diterapkan oleh BPD. 

Pasal 860./ 
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Pasal 86D 
(1) Penulihan Hukum Tua antar waktu dilaksanakan melalui 

tahapan: 
a. pereiapan; 
b. pelaksanaan; dan 
c pelaporan 

(2) Tahapan pcrsiapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J 
huruf a meliputi: 
a. pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua antar waktu 

oleh BPD pahng lama dalam jangka waktu 15 (!Jma belas) 
hari Lerhitung sejak Hukum Tua drberhentikan; 

b. pengajuan biaya pemihhan dengan beban APB Desa oleh 
Pamtia Pernilihan kepada penjabat Hukum Tua paling 
lama dalam jangka waktu 30 {uga puluh) han terhitung 
sejak panrna terbentuk; 

c. pcmbcnan persetujuan btaya Pemihhan Hukum Tua oleh 
penjabat Hukum Tua paling lama dalam jangka waktu 30 
(tiga puluhJ hari terhitung sejak drajukan oleh Panitia 
Pemilihan; 

d. pengumuman dan pcndaftaran bakal calon Hukum Tua 
oleh Panitia Permlihan dalam jangka waktu 15 (hma 
belas) hari; 

e penehuan kelenghapan persyaratan administrasr bakal 
Calon oleh Panitia Pemihhan dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari; dan 

f penetapan Calon Hulrnm Tua antar waktu oleh Paruua 
Pemilihan paling sedrkit 2 (dua) orang calon, dan paling 
banyak 3 {tiga] orang calon yang disahkan mclalu' 
Musyewarah Dcsa untuk ditetapkan scbagai calon yang 
berhak dipilih dalam Musyawarah Desa. 

(3) Tahapan pelaksanaan sebagarmana dimaksud pada avat (1) 
huruf b melipun: 
a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpm oleh ketua 

BPD yang tekms pelaksanaan pemilihannya dilakukan 
oleh Pamtia Permlihan, 

b. pengesahan Calon Hukum Tua yang berhak drpilth oleh 
Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau 
melalut pemungutan suara, 

c. pelaksanaan pemihhan Calon Hukum Tua oleh Panitia 
Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui 
rnekanismc 
pemungutan suara yang 

mufakat 
tel ah 

atau 
disepakan 

melalui 
olch 

musyawarah 

Mus_vawarah Desa. 
d. pelaporan hasil pemihhan calon Hukum Tua oleh Panitia 

Pemilthan kepada Musyawarah Desa; dan 
e pengesahan ca\on terpihh oleh Musyawarah Desa. 

(4) Pcserta Musyawarah Desa scbagatmana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c mehbatkan unsur masyarakat. 

(5) Unsur masyarakat sebagatmana dimaksud pada ayat (4) 
berasal dan · 
a. tokoh adat, 

b. tokoh.f 
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b tokoh agama; 
c. tokoh mas) arakat; 
d. tokoh pendtdikan; 
e. perwakilan kelompok rani: 
f. penvakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok pengrajin; 
h. pcrwakilan kelompok perempuan; 
1. perwakilan kelompok pemerhatt dan perlmdungan anak, 
j. perwakilan kelompok masyarakat rmskm; atau 
k unsur masyarakat lam sesuai dengan kondrsi sosial 

budaya masyarakat setempat. 
(6) Unsur masyarakat sebagaimana drmaksud pada ayat (5) 

huruf k diwakth paling banyak 5 (hma) orang dari setiap 
Jaga. 

(7) Jumlah peserta Musyawarah Dcsa sebagaimana drmaksud 
pada ayat (4), dan ay at (5) dibahas dan disepakau bersama 
BPD. dan Pemermtah Desa dengan memperhankan jumlah 
penduduk yang mempunyai Hak Pilih di Desa yang 
ditctapkan dengan keputusan BPD. 

(8) Taha pan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) 
huruf c mehputi. 
a. pelaporan hasil Pemilihan Hukum Tua melalui 

Musyav arah Dcsa kepada BPD oleh Panitra Pemihhan 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah 
Desa mengcsahkan Calon Hukum Tua Terpilth; 

b. pelaporan Calon Hukum Tua Terpihh hasil Musyawarah 
Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 
(tujuh) han setelah menerima laporan dari Panina 
Permlihan; 

c. penerbitan Kcputusan Bupati tentang pcngcsahan 
pengangkatan Calon Hukum Tua Terpilih pahng lambat 
30 (uga puluh) hari sejak ditenmanya laporan dari BPD: 
dan 

d. pelantikan Hukum Tua oleh Bupan paling lama 30 rnga 
puluh) han sejak diterbitkan keputusan pengesahan 
pengangkatan Calon Hukum Tua Terpilih. 

(9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua antar wakru 
sebagaunana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8] 
dapat drpersmgkat dengan mempertimbangkan efisrensi, dan 
efeknfttas pelaksanaannya. 

Pasal 86E 
(1) BPD mcnyampaikan laporan Calon Hukum Tua Terpilih hasrl 

Musyawarah Desa kepeda Bupati. 
(2) Bupati rnengesahkan Calon Hukum Tua Terpilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan 
Bupau. 

(3) Bupau melantik Caton Hukum Tua Terpilth sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan 

Pasal 86F f 
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Pasal 86F 
Biaya Permlihan J-!ukum Tua antar waktu melalui Musyawarah 
Desa dibebankan pada APB Desa. 

23. Di antara Pasal 86F, dan Pasal 87 disisipkan 9 (sembilan) pasal, 
vakru Pasal 860, Pasal 86H, Pasal 861, Pasal 86�J. Pasal 86K, 
Pasal 86L. Pasal 86M, Pasal 86N, dan Pasal 860, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

I3AB XIIB 
P8MILIHAN HUKUM TUI\ D/\LAM KONDISl BENCANA NONALAM 

CORONA VIRUS DESEASE 2019 

tern pat 
setelah 

L 

Pasal 86G 
(1) Peiaksanaan tahapan Pemiiihan Hukum Tua scbagaimana 

drmaksud dalam Pasai 8, dalam kondrst bencana nonalam 
Covid-19dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan 

(2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana drmaksud pada 
ayat (1), mehpuu: 
a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur 

pelaksana paling tmggi 37.3°C [nga puluh tujuh koma 
uga derajat celcius): 

b. penggunaan alat pelmdung diri berupa masker yang 
menu tupi htdung dan mulut hmgga dagu, dan/atau 
dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali paket 
bagt Parntia Pemilihan Hukum Tua Desa dan Pemilih: 

c. penyedrnan tempat sampah tertutup di TPS untuk 
pembuangan sarung tangan sckali pakai: 

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisrk serta 
menjaga jara k antara l (saru] sampai dengan 2 (dua) 
meter, 

e. menghindari terjadmya kerumunan baik dr dalam 
maupun di luar ruangan; 

f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun. dan atr 
mengaltr serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan; 

g. Pa111t1a Pemihhan dan Pemilih membawa alat tulis 
masing-masmg; 

h. penyediaan biltk khusus yang terjamin keamanannya, 
dan segala sesuatu kelengkapan untuk pelaksanaan 
pemungutan suara bagi Pemilih yang suhu tubuhnya 
dtatas 37,3 "C (uga puluh tujuh koma tiga derajat 
celsius), 
melakukan penyemprotan disinfektan pada 
pelaksanaan penyelenggaraan sebelum, dan 
pelaksanaan kegiatan; 

J. penyusunan tata letak tempat c:luduk dengan penerapan 
jaga jarak: 

k. pcnyediaan sumber daya kesehatan sebagai anueipasr 
keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, 
dan/atau personel yang memiliki kemampuan di brdang 

kesehatan.f 
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kesehatan atau nm dan satuan tugas penanganan Covid- 
19 Desa: dan 

l. Protokol Kesehatan pencegahan Coind 19 sesuai dengan 
kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

Pasal 861-1 
Protokol Kesehatan untuk tahap perstapan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. dikhususkan dalam 
pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD. 

Pasal 861 
(1) Tahap pencalonan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf b yang meliputi kegtatan pendaftaran, pengambilan 
nomor urut, dan Kampanye wajib dilakukan dengan 
penerapan Protokol Kesehatan. 

(2) Pcnerapan Protokol Kesehatan sebagarmana dimaksud pada 
ayat (1) pahng sedtkit meliputi: 
a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, 

clan Kampanye, Calon Hukum Tua dilarang melakukan 
segala bentuk kegjatan yang ber potensr mencrptakan 
kerumunan dan suln menjaga jarak yaitu deklarasi, 
iring-inngan, konvoi, dan mengundang massa 
pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan; 

b. pada kegiatan Kampanyc, mclakukan ketentuan 
melipuu: 
l. dilarang melaksanakan kegiatan bazar. 

pertunjukan seru budaya, pawat kendaraan 
serta kegtatan lomba, dan olah raga bersama; 

konser, 
bermotor 

2. pelaksanaan 
media cetak. 

Kampanye diutamakan menggunakan 
dan media elektromk, dan/atau media 

sosial; 
3. pelaksanaan Kampanye vang menggunakan media 

elektronik seperti pengeras suara chjadwalkan waktu 
pelaksanaannya untuk masmg-masmg calon oleh 
Parntia Penuhhan; 

4. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan 
scbagaimana dimaksud pada angka 2, dapat 
rlilaksanakan dcngan rnernbatast jumlah peserta yang 
badir paling banyak 50 (hma puluh] orang dengan 
tetap menerapkan Protokol Kesehatan; 

5 pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan 
bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap 
zat cau-, telah disterilisasi, dan dapat disertar dengan 
identitas Calon Hukum Tua berupa nama, gambar, 
nomor urut, dan pesan Calon Hukum Tua; 

6. bahan Kampanye dnnamakan berupa masker. sabun 
cair. hand samtizer, dismfektan berbasis alkohol 70'% 
(tUJUh puluh persen), dan/atau kloria serta sarana 
cuci tangan; dan 

7. Calon Hukum Tua atau pelaksana 
posittf terpapar Covid-19 dilarang 
kegtatan Kampanye. 

(3) Kampanye.f 

Kampanv e yang 
terlibat dalam 
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(3) Kampanye scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
disisipkan dengan materi mengenai penanganan Pandcmt 
Covid-19, dan dampak sosial ekonomi di Desa. 

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada avat 
(2) huruf a dihadu-i oleh: 
a. Calon Hukum Tua; 
b. Panitia Pcmihhan yang terdm ke-tua, wakil ketua, dan 

anggota paling banyak 3 (tiga) orang; 
c. l tsatu] orang perwakilan Panitia Daerah; 
d. 1 (satu) orang perwakrlan Paniua Kecamatan; 
e l (satu) orang perv akrlan yang memiliki kemampuan di 

bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas 
penanganan Covid 19 Desa; dan 

f. l (satu) orang perwakilan masmg-masing dari Lembaga 
Kemasyarakatan Desa, dan Lcmbaga Adat Desa 

(5) Dalam hal terdapat unsur sebagairnana dimaksud pada ayat 
(4) yang tidak hadir. maka ketidakhadirannya trdak 
mengganggu kegiatan, dan dibuat dalam berita acara. 

Pasal 86J 
(1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk lahap pemungutan 

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan 
mekanisme mehputt: 
a. melakukan identifrkasr kondisi kesehatan tcrhadap DPT 

yang berdomisih, dan beraktivitas di luar Desa: 
b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia 

Pemilihan untuk menghindan terjadi kontak langsung 
antara parutia dengan Permhh; 

c. menetapkau waktu pemungutan suara disesuatkan 
dengan jumlah Permhh, jika Pemilih tidak hadir sesuai 
v aktu yang telah ditentukan tetap dapat rnemberikan 
Hak Pihh di akhir pemungutan suara; 

d. pemungutan suara wajib mcmpcrtrmbangkan kondisi 
demografi Desa, zona penyebaran Covid-19 serta 
penyusunan tata letak tempat duduk dengan 
memperhaukan penerapan jaga jar ak: 

e. bagr Pemilih yang sudah melakukan Hak Pilih diberikan 
tinta dengan menggunakan alat tetes; 

f. Pemihh yang menjalam isolasi mandiri dt rumah atau 
tsolasi di Rumah Sakit dapat difaeilirast untuk 
menggunakan hak suaranya, dan 

g. berkas dokumen, dan/atau pcrlengkapan secara fi-nk 
yang disampaikan d,bungkus dengan bahan yang tahan 
terhadap zat cair. 

(2) Saat proses perhitungan suara, dihadirt oleh: 
a Calon Hukum Tua, dan/atau l (satu) orang saksr; 
b. Pamua Pemuihan: 
c. BPD: 
d (satu) orang perwakilan Parutia Daerah, 
e. (satu) orang pernakilan Parutia Kecamatan; 

f l (satulf 
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f. 1 (satu) orang perwakilan yang metmlikt kemampuan d t 
bi<lang kesehatan atau um dari satuan tugas 
penanganan Covtd-19 Desa; dan 

g 1 (satu) orang penvakilan masing-masing dari Lembaga 
Kernasy arakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 

(3) Dalam ha! terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2) dibuat berita acara. 

(4) Pelantikan Hukum Tua terpilih dilaksanakan secara 
langsung atau virtual/elektronik. 

(5) Dalam hal pclantikan Hukum Tua terpilih dilaksanakan 
secara langsung proses pelantikan dihadrri oleh: 
a. Calon Hukum Tua Terpilih ber sama 1 (satu) orang 

pendamping: 
b. forum koordinasi prmpinan Dacrah; 
c. Camat; 
d. perangkat acara; 
e. undangan lainnya. 

(6) Pelantikan secara langsung sebagarmana dimaksud pada 
ayat (4) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas 
ruangan paling banyak dihadn-i SO'Yo (hrna puluh pcrsen}. 

Pasal 86K 
(1) Calon Hukum Tua, Panitia Pcmilihan. pendukung, dan 

unsur lain yang melanggar Protckol Kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86G sampai dengan Pasal 86J dtkenai 
sanksi. 

(2) Sanksi sebagatmana dimaksud pada ayat \ 1 ), melipuu: 
a teguran lisan, 
b. teguran tertulis I. 
c. teguran tertuhs II; dan 
d. diskualifikasi. 

(3) Sanker teguran lisan sebagaimana d,maksud pada ayat (2) 
huruf a, dtkenakan pada Calon Hukurn Tua, pendukung, 
dan unsur lam yang terhbat oleh Paniua Pemihhan. 

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, dikcnakan kcpada Panitia Pemilihan oleh Pamtia 
Kccamatan 

(5) Sanksi teguran tertulis l sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, dikenakan kepada Calon Hukum Tua oleh 
Panitra Kecamatan berdasarkan lapor an dan Pamtia 
Pcmilihan. 

(6) Sanksi tcguran tertulis 11 sebagaimana dimaksud pada avat 
(2) huruf c, dikcnakan kepada Calon Hukum Tua oleh Bupati 
berdasarkan rekomendasi dart Parutia Daerah atas laporan 
dari Panitia Kecamatan. 

(7) Sanksi diskualtfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d, dikenakan kepada Ca!on Hukum Tua oleh Bupati 
berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah atas \aporan 
dan ParntJa Kccarnatan, dan satuan tugas penanganan 
Couid-19. 

Pasal 86Lf 
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Pasal86L 
Bupan sclaku kctua satuan tugas penanganan Covid-19 Daerah 
berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah dapat mcnunda 
pe\aksanaan Permlihan Hukum Tua jika situasi pcnanganan 
Protokol Kcsehatan pcncegahan, dan pengendahan Covid 19 tidak 
dapat dikendahkan. 

Pasal 86M 
{l) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemihhan Hukum Tua 

kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Menten Dalam Negen 
melalw Direktorat Jenderal Bina Pemcnntahan Dcsa 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mchputi: 
a. laporan hasrl persiapan Penuhhan Hukum Tua paling 

lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan 
pemungutan suara, dan perhitungan suara: dan 

b. laporan pelaksanaan Pemilihan Ilukum Tua paling lama 
14 (empat belas) hari setelah pe-laksanaan tahapan 
pelantrkan Hukum Tua. 

Pasal 86N 
(1) Biaya Perrulihan Hukum Tua, dan tugas Panitia Dacrah yang 

pclaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada 
APBD. 

(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dalam 
kondisi Co1J1d·19 dapat didukung dari APB Desa sesuai 
kemampuan kcuangan Desa 

Pasal 860 
Ketentuan mengenai Pemilihan Hukum Tua dalam kondtsi 
bencana nonalam Covid-19 berlaku sampai berakhimva masa 
status kcadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Prcsiden 
atau Pemcrintah. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

· Tondano 
•It'�� 
'HASA,I:<' 

Ditetapkan 
J!ada tang 
l(uUPAT/ I 

Agar setiap orang mengctahuin_ya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupan mi dengan penernpatannya dalam Berira Daerah 
Kabupaten Mmahasa/ 

ROYKE O TAV/AN ROR!NG 

D1undangkan di Tondano 
pada tangga\ . lt F�r.i.o..f'1 2vt2. 
SEKRETAR!S ERAH KABUPATEN MINAHASA. 

FR/TS ROBERT MUNTU 

BPR1TA DARRAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR )', 


